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TINJAUAN YURIDIS YURISDIKSI CYBERSPACE DALAM
PEMBATASAN HAK INFORMASI ELEKTRONIK

Penulis, Pembimbing Pertama,
ERA MARTA SARI] Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
011900065 Pembimbing Kedua,

ROSA LINDA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan internet yang sangat pesat ini, dengan berbagai kemudahan
yang ditawarkan dalam dunia maya / cyberspace. Kondisi yang seperti ini juga
berdampak negatif karena ada, oknum-oknum yang memanfaatkan dunia cyber ini
untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan
nilai-nilai moral. Perkembangan tekhnologi yang sangat pesat, membutuhkan
pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan tekhnologi tersebut.
Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan
khusus di bidang tekhnologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun
perdatanya. Dengan menggunakan metodologi  yuridis normatif, penulis
bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah
kriteria hak informasi dalam cyberspace serta bagaimanakah tinjauan yuridis
yurisdiksi cyberspace dalam pembatasan hak informasi elektronik. Kriteria hak
informasi dalam cyberspace antara lain adalah : pertinence, yaitu informasi
tersebut harus relevan dan dapat memberikan nilai tambah; timeliness, yaitu
informasi tersebut harus tersedia pada saat yang dibutuhkan; accuracy, yaitu
informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan
penggunaannya; reduced uncertainty, yaitu informasi tersebut harus mendekati
kepastian yang absolut; element of surprise, yaitu informasi tersebut harus
merupakan sesuatu yang aktual. Tinjauan yuridis yurisdiksi cyberspace dalam
pembatasan hak informasi elektronik dapat dikatakan bahwa Indonesia
menjunjung tinggi hak asasi manusia akan tetapi negara juga wajib melindungi
kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan
informasi dan teknologi, jadi dengan kata lain di indonesia tidak berlaku hak asasi

manusia yang tanpa batas hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa undang-
undang yang mengatur tentang HAM.

Kata Kunci : Hak Informasi, Cyberspace, Elektronik.
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A, Kesimpulan

Berdasarkan pada peniel..
! pPada penjelagan bab-bat terdahulu, maka penulis dapat
. » Maka penulis dapa

menarik kesimpulan sebagaj berikut .
. Kriteria hak informasi (a|

am cyberspace antarg ain adalah :

a. pertinence, yaity informagi lersebut  haryg relevan dan  dapat
memberikan nilai tambah;

b. fimeliness, yaitu informas; tersebut harus tersedia pada saat yang
dibutuhkan;

C. accuracy, yaitu informasi tersebut harus akurat sesuai dengan
konteks dan intensitas tujuan penggunaannya;

d. reduced uncertainty, yaitu informasi tersebut harus mendekati
kepastian yang absolut;

e. element of surprise, yaitu informasi tersebut harus merupakan

sesuatu yang aktual.
2. Tinjavan yuridis yurisdiksi cyberspace dalam pembatasan hak informasi
elektronik dapat dikatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi
manusia akan tetapi negara juga wajib melindungi kepentingan umum

dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi

dan teknologi, jadi dengan kata lain di indonesia tidak berlaku hak asasi
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manusia yang tanp: - -
YAI8 {anpa batas hal iy dapat kita simpulkan dari beberapa

undang-undang yang Mengatur tentang HAM
-] £

B. Saran

agai bahan rekomendac: : :
Sebagai  bahan rekomendas;i, berikut penulis sampaikan beberapa
saran sebagai berikut :

I Perkembangan kehidupan virtual (virtual reality) perlu diimbangi dengan

; pembuatan suatu norma sosial dj dalam masyarakat pengguna internet
(metizen) itu sendiri sehingga nilai-nilaj kemanusiaan dapat tetap terjaga

dalam komunikasi global. Pengaturan yang dibuat berdasarkan norma

e ame e bl

sosial ini disesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing netizen

o T

R oin

dan perlu diketahui batas hak dan kewajiban dari masing-masing netizen

dalam menggunakan hak atas informasinya.

2. Negara perlu lebih memperketat filtering tentang konten yang bermuatan
pornografi dan konten-konten yang bermuatan asusila karena di zaman
sekarang ini dari tingkat SD sampai SMA proses pembelajaran sudah

mulai bersandar pada internet ini.
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